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PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Menimbang

Mengingat

a.

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

TAHUN 2023-2027

WALI KOTA MADIUN,

bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelayanan
Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan
Kota Madiun dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2)
huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu
disusun Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar
Pelayanan Minimal di Kota Madiun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
Madiun tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar
Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah

Tahun 2023-2027;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
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Menetapkan :

10.

-2 -

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2021
tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun
2019;

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022;
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 73 Tahun 2022 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota
Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali

Kota Madiun Nomor 63 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG RENCANA
AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023-2027.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Madiun.
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2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun.
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

6. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan
fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
Daerah.

7. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Perangkat
Daerah penyelenggara urusan bidang keuangan pada sub
urusan pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

8. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
adalah Perangkat Daerah penyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan, bidang penelitian
dan pengembangan Daerah.

9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat
SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan
dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang
berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk
memenuhi Kebutuhan Dasar Warga Negara.

11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan
kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta
pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar
sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

12. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan

fungsi.
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13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan
keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.

14. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat
ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan atau program
dalam bentuk keluaran atau hasil.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD  adalah  dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk Periode 1 (satu) tahun.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

20.Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah
gabungan dari beberapa Perangkat Daerah yang bertugas
merumuskan pemenuhan kebutuhan, jenis dan mutu
layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara

secara minimal.

BAB II
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN SPM
Pasal 2

Rencana Aksi Daerah penerapan SPM di lingkungan
Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023-2027 merupakan
dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dan
langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2023

sampai dengan tahun 2027.
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Pasal 3

(1) Rencana Aksi Daerah penerapan SPM bertujuan untuk
memenuhi pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan
Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh
setiap warga negara secara minimal.

(2) Target dan capaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar
dan Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan untuk kurun waktu target dan capaian

jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 4

(1) Target dan capaian jangka menengah terintegrasi dengan
RPJMD dan diakomodir pada rencana strategis PD.
(2) Target dan capaian jangka pendek terintegrasi dengan

RKPD dan Renja PD.

BAB III
PENYUSUNAN DOKUMEN
Pasal 5

Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah penerapan SPM
di lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023-2027
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melibatkan PD terkait
yakni:
a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah;
b. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
Inspektorat; dan
d. PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait

Pelayanan Dasar.
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Pasal 6

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memastikan
Program, Kegiatan, dan subkegiatan pemenuhan Pelayanan

Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD.

Pasal 7

Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf b memastikan Program, Kegiatan, dan
subkegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen
RKPD dan Renja PD terintegrasi ke dalam APBD dan
memastikan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan
anggaran PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib

terkait pelayanan dasar.

Pasal 8

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c
mengoordinasikan pengawasan penerapan Rencana Aksi

Daerah Penerapan SPM.

Pasal 9

PD yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait

Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

¢ meliputi:

a. Dinas Pendidikan;

b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

c. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;

d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan

g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
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Pasal 10

(1) Dokumen Rencana Aksi Daerah penerapan SPM di
lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023-2027
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. BABI : Pendahuluan;

b. BABII : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan
Penerapan SPM;

c. BABIII : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;

d. BABIV : Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pelaksanaan SPM; dan

e. BABV : Kesimpulan dan Saran.

(2) Dokumen Rencana Aksi Daerah penerapan SPM di
lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2023-2027
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 11

(1) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah mengoordinasikan
pemantauan dan evaluasi Penerapan Rencana Aksi Daerah
Penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

(2) Pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Penerapan
SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara berkala setiap triwulan.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan

penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

BABV
PENDANAAN
Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah penerapan SPM

di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dibebankan pada

APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 15 Desember 2023

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T. Kepala Bagian Hukum,

Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN i
TAHUN 2023 NOMOR = 64/6G Ika Puspitaria, S.H., M.M.

Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009
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LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 64 TAHUN 2023
TANGGAL : 15 Desember 2023

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN 2023-2027

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023
tentang Pemerintahan Daerah, secara garis besar telah dibagi urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat hingga Daerah
Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan tersebut terdiri atas
urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan penuh
Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara
Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, serta
urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai
kepala pemerintahan. Pada pasal 11 ayat (3) menyebutkan bahwa urusan
pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah
urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan
pelayanan dasar. Selanjutnya pada pasal 18 menyebutkan bahwa
penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan
urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar,
dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dengan pengaturan melalui peraturan pemerintah.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang
menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar
Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan
mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara
minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk

memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
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Terdapat 6 urusan pemerintahan wajib yang menjadi fokus pada
pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi 1) Pendidikan, 2)
Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum, 4) Perumahan Rakyat, 5) Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta 6) Sosial yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban Pemerintah
untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal tersebut dengan berpedoman
pada aturan yang ditetapkan oleh kementerian teknis pengampu urusan.
Dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan
kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya
manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara
pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena
penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian
SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya
pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM,
belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapaian SPM di
daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana
pada Pasal 21 ayat (2) menyebutkan bahwa Tim Penerapan SPM daerah
Kabupaten/Kota mempunyai tugas diantaranya mengoordinasikan

rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM
adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam
pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian
pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak
diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah
sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan
dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan
oleh Pemerintah Kota Madiun;

2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang
ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun

kemampuan anggaran;
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3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan
pencapaian SPM; dan
4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program,

kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian
SPM.

C. KONDISI UMUM WILAYAH
1. LUAS WILAYAH DAN BATAS WILAYAH

Secara geografis, Kota Madiun memiliki luas wilayah seluas 33,23
km?2. Kecamatan Taman dengan luas wilayah sebesar 12,46 km?2
(37,50%), disusul Kecamatan Kartoharjo seluas 10,73 km?2 (32,29%),
dan Kecamatan Manguharjo seluas 10,04 km?2 (30,21%). Kota Madiun
terletak pada koordinat 1119 BT — 1120 BT dan 7° LS - 89 LS. Kota
Madiun hampir berbatasan sepenuhnya dengan Kabupaten Madiun,
serta Kabupaten Magetan di sebelah Barat. Kota Madiun memiliki
sungai yang merupakan salah satu anak sungai Bengawan Solo. Secara
topografi, wilayah Kota Madiun berada pada dataran rendah dengan
ketinggian rata-rata kurang lebih 63 meter hingga 67 meter di atas
permukaan laut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

62 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Madiun meliputi :

» Sebelah utara :  Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun;

» Sebelah selatan : Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;

» Sebelah timur :  Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;

» Sebelah barat :  Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan

Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kota Madiun

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
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Secara administratif, Kota Madiun terbagi menjadi 3 (tiga)

kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo terdiri dari 9 kelurahan,

Kecamatan Taman terdiri dari 9 kelurahan, dan Kecamatan Kartoharjo

terdiri dari 9 kelurahan. Berikut ditampilkan jumlah Rukun Tetangga

(RT) dan Rukun Warga (RW) ditiap kecamatan di Kota Madiun, yaitu:

» Kecamatan Manguharjo terdiri dari 325 RT dan 88 RW;
» Kecamatan Taman terdiri dari 396 RT dan 107 RW; dan
» Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 309 RT dan 74 RW.

Secara rinci untuk luas wilayah dan jumlah RT, RW di Kelurahan

dan Kecamatan se Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut:

Pembagian Wilayah Administrasi Kota Madiun

Manguharjo
Manguharjo
Sogaten
Patihan
Ngegong
Winongo
Madiun Lor
Pangongangan
Nambangan Lor
Nambangan Kidul
Taman
Mojorejo
Pandean
Banjarejo
Kuncen
Manisrejo
Kejuron
Josenan
Demangan
Taman
Kartoharjo
Kartoharjo
Oro-Oro Ombo
Klegen
Kanigoro
Pilangbango
Rejomulyo
Sukosari
Tawangrejo
Kelun

Jumlah

CONOUNPFPON=EHORONSOHWN = -

by
i
[l
.

CENORWN -

Sumber: Buku Kecamatan Dalam Angka 2022

Tabel 1.1

10,04
1,40
1,12
0,84
1,34
2,00
0,73
0,61
0,98
1,02

12,46
1,54
0,32
1,92
1,83
0,92
1,59
1,06
1,26
2,02

10,73
0,94
0,81
0,84
1,62
1,21
2,03
0,55
1,77
0,96

33,23

~ Jumlah
~ RW  RT
88 325
8 36
9 29
6 22
5 17
11 37
9 41
9 26
16 71
15 46
107 396
14 64
18 60
9 35
4 9
12 60
15 50
9 31
11 36
15 51
74 309
9 38
9 43
10 48
12 52
5 22
11 38
6 18
6 24
6 26
269 1.030
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2. DEMOGRAFI

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Madiun, jumlah penduduk Kota Madiun tahun 2022 adalah
sebanyak 201.760 jiwa. Rasio jenis kelamin tercatat jumlah penduduk
laki-laki di Kota Madiun sebanyak 98.944 orang, atau 49,04 persen dari
penduduk Kota Madiun. Sementara, jumlah penduduk perempuan
sebanyak 102.816 orang, atau 50,96 persen dari penduduk Kota
Madiun. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga di Kota Madiun sebanyak
72.717 KK tersebar di tiga wilayah kecamatan dengan berbagai tingkat
pendidikan dan jenis pekerjaan.

Pada tahun 2022 pertumbuhan penduduk di Kota Madiun
sebesar 0,15% dari tahun sebelumnya dengan persebaran yang
cenderung merata pada setiap kecamatan. Jumlah penduduk tertinggi
di Kota Madiun berada di Kecamatan Taman yaitu sebanyak 85.727
jiwa (42,48%), disusul Kecamatan Manguharjo sebanyak 60.167 jiwa
(29,82%), dan Kecamatan Kartoharjo sebanyak 55.866 jiwa (27,70%).

3. KAWASAN RAWAN BENCANA
Adapun potensi bencana yang ada di Kota Madiun antara lain:
a) Bencana Alam Banjir
» Kecamatan Kartoharjo:
- Kelurahan Pilangbango
» Kecamatan Manguharjo:
- Kelurahan Madiun Lor
- Kelurahan Winongo
» Kecamatan Taman:
- Kelurahan Manisrejo
- Kelurahan Taman
b) Bencana Alam Angin Puting Beliung
» Kecamatan Kartoharjo:
- Kelurahan Kanigoro
- Kelurahan Kelun
- Kelurahan Kartoharjo
- Kelurahan Klegen
- Kelurahan Oro — Oro Ombo
- Kelurahan Rejomulyo
- Kelurahan Sukosari

- Kelurahan Tawangrejo.
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» Kecamatan Manguharjo:
- Kelurahan Madiun Lor
- Kelurahan Winongo
- Kelurahan Manguharjo
- Kelurahan Nambangan Kidul
- Kelurahan Nambangan Lor
- Kelurahan Ngegong
- Kelurahan Pangongangan
- Kelurahan Sogaten
» Kecamatan Taman:
- Kelurahan Banjarejo
- Kelurahan Demangan
- Kelurahan Josenan
- Kelurahan Kejuron
- Kelurahan Kuncen
- Kelurahan Mojorejo
- Kelurahan Pandean
- Kelurahan Taman

- Kelurahan Manisrejo

4. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI
a) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam wupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator
keberhasilan pembangunan ekonomi. Kondisi pertumbuhan
ekonomi dalam satu wilayah dipengaruhi beberapa faktor yang
menyebabkan kondisinya bisa naik, stagnan atau bahkan
menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi antara lain kondisi sumberdaya manusia, sumberdaya
alam, ketersediaan modal, perkembangan teknologi dan kondisi
sosial politik.

Untuk menganalisis kondisi perekonomian daerah dapat
dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB( yang
merupakan basis data utama. Dengan menggunakan komponen
PDRB, akan dapat teridentifikasi laju pertumbuhan ekonomi dan
inflasi daerah yang merupakan indikator utama perekonomian
daerah dan dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam
menggambarkan kondisi kesejahteraan penduduk. Informasi detail
mengenai perkembangan PDRB Kota Madiun lima tahun terakhir

disajikan sebagai berikut:
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b)

Tabel 1.2
Pertumbuhan PDRB Kota Madun Tahun 2018 - 2022
Laju Pertumbuhan
PDRB ADHB PDRB ADHK
Tahun PDRB ADHK
(Miliar Rupiah) | (Miliar Rupiah)
(%)

2018 13128,89 10051,29 5,96
2019 14107,34 10623,07 5,69
2020 13519,88 10055,91 -3,39
2021 14435,43 10537,70 4,73
2022 15825,61 11119,55 5,52

Rata - Rata 3,70

Sumber: BPS Kota Madiun (Kota Madiun Dalam Angka 2023)
Secara lebih rinci, PDRB di tahun 2022 struktur ekonomi

masyarakat Kota Madiun didominasi oleh kontribusi sektor
Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
sebesar 26,64%, sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 14,47%,
dan sektor Industri Pengolahan sebesar 13,26%. Walaupun pada
laju pertumbuhannya sempat mengalami penurunan ekstrem
karena dampak Covid-19, akan tetapi pada tahun berikutnya
menunjukkan tren kenaikan yang positif.
Laju Inflasi

Secara garis besar, dalam lima tahun terakhir Kota Madiun
didominasi dengan sasaran inflasi yang tercapai. Dengan begitu,
dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Madiun dapat menjaga
harga komoditas sehingga harga terjangkau maupun dari segi daya
beli masyarakat yang turun terutama pada saat terjadinya pandemi
Covid-19 yang berakibat pada turunnya tingkat perputaran uang di
Kota Madiun.

Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang disebabkan
karena adanya kenaikan harga barang dan jasa dibandingkan pada
bulan Desember 2021 dan hal ini juga terjadi pada taraf

internasional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Tabel 1.3
Tingkat Inflasi di Kota Madiun
Tahun Inflasi (%) Status
2018 2,71 Tercapai
2019 2,20 Tercapai
2020 1,86 Tidak Tercapai
2021 2,00 Tercapai
2022 5,80 Tidak Tercapai

Sumber: BPS Kota Madiun

TUGAS TIM PENERAPAN SPM

Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan
evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya
(N-1). Dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian
proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan
isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian
SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM.

Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Rencana Aksi SPM
Daerah adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang ada
pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib
pelayanan dasar yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian
SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam
merumuskan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan
membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh
tim penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga
rumusan strategi Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang disusun
merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis
daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah
maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat
Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan
Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

1. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan
dan Dokumen Anggaran;

2. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD
termasuk pembinaan umum dan teknisnya; dan

3. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kota Madiun.
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BAB II
KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

A. KONDISI PEMENUHAN PENERAPAN SPM
Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan

1. Bidang Pendidikan

Tabel 2.1.1 Kondisi Capaian Bidang Pendidikan di Kota Madiun Tahun 2022

SPM Bidang Pendidikan
Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Pendidikan Kesetaraan
Usia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) Usia 7 (Tujuh) Tahun sampai dengan 15 Usia 7 (Tujuh) Tahun sampai dengan 18 (Delapan Realisasi Anggaran
Kota tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan (Lima Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pagu Anggaran SPM (Rp) SPM (Rp)
Anak Usia Dini Dasar Pendidikan Dasar Pendidikan Kesetaraan
Jumlah Total Jumlah Jumlah Total Jumlah Jumlah Total Jumlah
yang Harus Orang Capaian (%) yang Harus Orang Capaian (%) yang Harus Orang Capaian (%)
Dilayani Terlayani Dilayani Terlayani Dilayani Terlayani
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Madiun 2.607 2.607 100% 26.323 26.323 100% 175 175 100% 71.549.929.501,00 66.863.406.820,02

Sumber: Laporan SPM Kota Madiun Tahun 2022
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Tabel 2.1.2 Kondisi Capaian Bidang Kesehatan di Kota Madiun Tahun 2022

SPM Bidang Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Ibu Pelayanan Kesehatan Ibu Pelayanan Kesehatan Bayi Pelavanan Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan pada Pelayanan Kesehtaan pada Pelayanan Kesehatan pada
Hamil Bersalin Baru Lahir Y Usia Pendidikan Dasar Usia Produktif Usia Lanjut
Kota
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Total yang nglah Capaian | Total yang Qi Capaian | Total yang QUi Capaian | Total yang G E L Capaian | Total yang AL Capaian | Total yang e Capaian | Total yang L Capaian
rang A Orang A Orang 5 Orang A Orang A Orang 5 Orang A

LT Terlayani ) (AT Terlayani o) LT Terlayani (%) LA Terlayani ) (AT Terlayani o) LI Terlayani () (I Terlayani )

Dilayani 4 Dilayani 4 Dilayani Y Dilayani 4 Dilayani Yy Dilayani Y Dilayani Y
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Madiun 2,470 2,470 100% 2,357 2,357 100% 2,245 2,245 100% 9,145 9,145 100% 31,855 31,855 100% 115,110 115,110 100% 29,585 29,585 100%

SPM Bidang Kesehatan

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan
Resiko Terinfeksi Virus yang
Pelayanan Kesehatan Penderita Pelayanan Kesehatan Penderita Pelayanan Kesehatan Orang dengan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga MMelerpa};_lI(an Da;I/a Tahar:l ’[;;l?uh
Hipertensi Diabetes Melitus Gangguan Jiwa Berat Tuberkolosis anusia (. uman fmmonoceliciency Realisasi Anggaran SPM
Virus yang Bersifat Pagu Anggaran SPM (Rp) R
Peningkatan /Promotif dan (Rp)
Pencegahan /Preventif
Jumlah Total| Jumlah Jumlah Total| Jumlah Jumlah Total | Jumlah Jumlah Total Jumlah Jumlah Total | Jumlah
yang Harus Orang [Capaian (%) yang Harus Orang |Capaian (%) yang Harus Orang Capaian (%) yang Harus Orang Capaian (%)| yang Harus Orang Capaian (%)
Dilayani Terlayani Dilayani Terlayani Dilayani Terlayani Dilayani Terlayani Dilayani Terlayani
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
68,973 38,781 56% 8,143 8,143 100% 339 339 100% 5,184 5,184 100% 5,780 5,780 100% 5,054,158,410 4,599,106,484

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Madiun Tahun 2022
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3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.1.3 Kondisi Capaian Bidang Pekerjaan Umum di Kota Madiun Tahun 2022

SPM Bidang Pekerjaan Umum
Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik
Kota Pagu Anggaran SPM (Rp) Realisasi Anggaran SPM (Rp)
S Toavens | mbOMSE | copuanpy | MjmanTolvane | Jmahomne | copaian o
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Madiun 44.831 44.011 98.17% 44.831 42.706 99.72% 100.569.000,00 100.350.000,00

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Madiun Tahun 2022
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Tabel 2.1.4 Kondisi Capaian Bidang Perumahan Rakyat di Kota Madiun Tahun 2022

SPM Bidang Perumahan Rakyat

Penyediaan dan Rahabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi

Korban Bencana Daerah

Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat
yang Terkena Relokasi Program Pemerintah daerah

Realisasi Anggaran SPM

Kota Pagu Anggaran SPM (Rp) (Rp)
Jumlah Total yang Jumlah Orang . o Jumlah Total yang Jumlah Orang . o
Harus Dilayani Terlayani Sl Harus Dilayani Terlayani Ceresvenn (i)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Madiun (Tidak Terjadi (Tidak Terjadi 100% 105 105 100% 3.407.604.960 3.044.196.874
Bencana) Bencana)

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Madiun Tahun 2022
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5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.1.5 Kondisi Capaian Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

di Kota Madiun Tahun 2022

SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelayanan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

Pelayanan Informasi Rawan
Bencana

Pelayanan Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Terhadap

Pelayanan Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan Penyelamatan dan
Evakuasi Korban Kebakaran

Realisasi Anggaran

Kota Bencana Pagu Anggaran SPM (Rp) SPM (Rp)
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
izl yratary Orang |[Capaian (%) Jotzl gratsry Orang |Capaian (%) Jtll yratsry Orang |Capaian (%) Dl izt Orang Capaian (%) el izt Orang Capaian (%)
BT Terlayani L GIU Terlayani B Terlayani £ ELEE) Terlayani S ELE) Terlayani
Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Madiun 1 1 100% 45 45 100% 6.648.368.960 5.973.170.769
Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Madiun Tahun 2022
SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Pelayanan Ketenteraman dan Pelayanan Informasi Rawan Pi:ézn?apzzlie.[g:gla;lgan Pelayanan Penyelamatan dan Pelayanan Penyelamatan dan
Ketertiban Umum Bencana psiag P Evakuasi Korban Bencana Evakuasi Korban Kebakaran Realisasi Anggaran
Kota Bencana Pagu Anggaran SPM (Rp) SPM (Rp)
Total yang | Jumlan Total yang | Jumiah Total yang | J2mieh Total yang | Jumiah Total yang | Jumiah
yang Orang |[Capaian (%) yang Orang |Capaian (%) yang Orang |Capaian (%) yang Orang Capaian (%) yang Orang Capaian (%)
LTS Terlayani o Terlayani I2Ee Terlayani | EFES Terlayani L EES Terlayani
Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani Dilayani
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Madiun 153.367 153.367 100% 2.395 2.395 100% 156 156 100% 1.552.347.000 1.504.743.976

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Madiun Tahun 2022
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Tabel 2.1. Kondisi Capaian Bidang Sosial di Kota Madiun Tahun 2022

SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

e . P . Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Perlindungan dan Jaminan Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar e s . Rehabilitasi Sosial Dasar .
. o Rehabilitasi Sosial Dasar Anak : . . Sosial khususnya Gelandangan pada Saat Tanggap dan Pasca
Penyandang Disabilitas Terlantar Terl i . Lanjut Usia Terlantar Diluar is Terl il ik ..
Kota Diluar Panti erlantar Diluar Panti Panti dan Pengemis erlantar Diluar Bencana bagi korban Bencana sz Ao SOV () Realisasi Anggaran SPM

Panti Daerah gu ANgg; P (Rp)

rootah T sumtan rootah T sumtan rootah T suntan roaiah | sumtan roatah | sumian

Orang |Capaian (%) Orang |[Capaian (%) Orang |Capaian (%) Orang Capaian (%) Orang Capaian (%)

Harus Terl . Harus Terl . Harus Terl . Harus Terl . Harus Terl .

Dilayani eriayant Dilayani eriayant Dilayani eriayant Dilayani criayant Dilayani eriayant
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Madiun 95 95 100% 460 460 100% 137 137 100% 92 72 72,86% 36 17 47,22% Rp. 2,186,485,630 1.996.155.110

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Madiun Tahun 2022
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B. PERMASALAHAN PEMENUHAN SPM (OPD PENGAMPU)

Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di Kota

Madiun, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan

Dalam pelaksanaan penerapan SPM Bidang Pendidikan, terdapat
permasalahan sebagai berikut:
1. Tidak adanya data anak usia 5-6 tahun yang tidak bersekolah
2. Tidak adanya data anak usia 7-15 tahun yang tidak berpartisipasi di
satuan SD/SMP
3. Tidak adanya data anak usia 7-18 tahun yang belum bersekolah
formal dan belum berpartisipasi di satuan pendidikan kesetaraan
4. Kurangnya Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan
Kurangnya Kompetensi dalam penggunaan aplikasi bidang
pendidikan
6. Kurangnya Layanan disabilitas
Bidang Kesehatan
Dari 12 indikator SPM Bidang kesehatan, terdapat 1 indikator yang
belum mencapai target, yaitu Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
dengan capaian sebesar 56% dari target 100%. Hal ini disebabkan Dinas
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB kesulitan mencapai target
karena target yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI terlalu
tinggi. Penetapan target didasarkan dari hasil Riskesdas Tahun 2018
yang menggambarkan prevalensi Hipertensi di Kota Madiun sebesar
47,7%, artinya diperkirakan sebanyak 47,7% masyarakat di Kota
Madiun yang berusia >15 tahun menderita Hipertensi, sedangkan hal
tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Upaya yang terus
dilakukan untuk dapat memenuhi target diantaranya melalui kegiatan
Posbindu PTM, Posbindu Sekolah, Posbindu OPD, Skrining Kesehatan di
kegiatan Lintas Sektor maupun Lembaga Permasyarakatan Kota
Madiun.
Bidang Pekerjaan Umum
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standart Teknis Pelayanan
Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan
Dasar SPM Pekerjaan Umum terdiri atas pemenuhan pokok air minum

sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.
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Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Madiun
dalam melaksanakan pelayanan SPM sampai dengan tahun 2024
dibantu oleh PDAM sebagai pelaksana dan Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman dimana cakupan pelayanan air limbah domestik
yang berasal dari pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan,
apartemen dan asrama. Sedangkan untuk limbah usaha dilaksanakan
oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pada saat ini Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang belum mempunyai nomenklatur terkait Limbah
Domestik  sehingga penyediaan pelayanan limbah  domestik
dilaksankanya oleh dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 359
Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdapat
lampiran yang harus dilengkapi dan dibutuhkan survey lapangan. Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang melakukan koordinasi dengan
PDAM terkait data jaringan perpipaan dan Dinas Kesehatan terkait data
jaringan bukan perpipaan.

Sebagai penyusun laporan SPM harus koordinasi dengan perangkat
daerah terkait sehingga memerlukan waktu dalam kecukupan data SPM.

4. Bidang Perumahan Rakyat

Permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan penerapan SPM
Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Untuk permasalahan yang dihadapi oleh Kota Madiun terkait korban
yang terkena bencana adalah warga atau korban relokasi tidak
bersedia pindah dikarenakan lokasi rumah susun yang disediakan
untuk korban bencana lokasinya terlalu jauh dengan mereka tinggal,
dan ada anaknya yang masih sekolah dan tempat sekolahnya terlalu
jauh dengan lokasi rumah susun yang disediakan oleh Pemerintah;
dan

2. Untuk penyediaan rumah layak huni terkendala terkait ketersediaan
lahan yang semakin menipis khususnya di kawasan perkotaan.

5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan

Masyarakat

Permasalahan-permasalahan yang ada pada Bidang Ketenteraman,
Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat diantaranya:

1. Masih adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat di wilayah Kota Madiun.

2. Kurang kesadaran Masyarakat dalam mentaati peraturan.
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3. Adanya lintasan kereta api yang melintasi jalan raya, sehingga
menimbulkan waktu response time rate kebakaran tidak tercapai
apabila terjadi kebakaran di area utara wilayah Kota Madiun.

4. Anggaran yang terbatas.

5. Minimnya peralatan penanggulangan bencana.

6. Kurangnya logistik dalam pemenuhan penanggulangan bencana.

6. Bidang Sosial

1. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan capaian kinerja pada
tahun sebelumnya (proyeksi jumlah klien) dikarenakan tidak bisa
merinci secara pasti kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan
Pengemis dan Korban Bencana karena sifatnya insidentil ketika
terjadi kasus;

2. Perhitungan kebutuhan dilakukan berdasarkan capaian kinerja
pada tahun sebelumnya (proyeksi jumlah klien) dikarenakan tidak
bisa merinci secara pasti kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan
Pengemis dan Korban Bencana karena sifatnya insidentil ketika
terjadi kasus;

3. Perencanaan dan penganggaran dilakukan berdasarkan capaian
kinerja pada tahun sebelumnya (proyeksi jumlah klien) dikarenakan
tidak bisa merinci secara pasti kebutuhan bagi Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Terlantar,
Gelandangan dan Pengemis dan Korban Bencana karena sifatnya
insidentil ketika terjadi kasus; dan

4. Sumber Daya Manusia yang jumlahnya terbatas dan Sarana
Prasarana yang masih kurang sehingga pelayanan tidak berjalan

optimal.
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BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sesuai Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan

Minimal, Pemerintah Daerah Kota Madiun telah menerbitkan Peraturan Wali

Kota Madiun Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan

Minimal Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Wali Kota Madiun Nomor ... Tahun 2023.

Untuk mencapai pemenuhan SPM, diperlukan pemilihan strategi dan

kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan pemenuhan SPM. Selain itu, Tim

Penerapan SPM juga diperkuat dengan dukungan anggaran yang cukup serta

pengintegrasian program, kegiatan, dan sub kegiatan pemenuhan SPM ke dalam

dokumen perencanaan daerah.

A. STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA SPM

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program,

kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertuang sebagai berikut:

1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Peserta Didik (SDN Oro
Oro Ombo)

NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 5
1 PROGRAM Pengelolaan Pengadaan Paket/Unit
PENGELOLAAN Pendidikan Perlengkapan Sekolah
PENDIDIKAN Sekolah Dasar

Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 01
Kartoharjo)
Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 02
Kartoharjo)
Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 01
Klegen)
Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 02
Klegen)
Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 03
Klegen)
Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 04
Klegen)
Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
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Peserta Didik (SDN 02
Madiun Lor)

NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 S5

9 Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 01
Rejomulyo)

10 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 01
Kanigoro)

11 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 02
Kanigoro)

12 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 03
Kanigoro)

13 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN
Sukosari)

14 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN
Pilangbango)

15 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 01
Tawangrejo)

16 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 02
Tawangrejo)

17 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN
Kelun)

18 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN
Manguharjo)

19 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 01
Nambangan Lor)

20 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 02
Nambangan Lor)

21 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 01
Madiun Lor)

22 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
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Peserta Didik (SDN 02
Taman)

NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 S5

23 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 03
Madiun Lor)

24 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 04
Madiun Lor)

25 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 05
Madiun Lor)

26 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 01
Nambangan Kidul)

27 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 02
Nambangan Kidul)

28 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 03
Nambangan Kidul)

29 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 01
Winongo)

30 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 02
Winongo)

31 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN
Ngegong)

32 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN
Patihan)

33 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN
Pangongangan)

34 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN
Sogaten)

35 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 01
Taman)

36 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
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Peserta Didik (SDN 02
Josenan)

NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 S5

37 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 03
Taman)

38 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 01
Pandean)

39 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 02
Pandean)

40 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN
Banjarejo)

41 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 01
Mojorejo)

42 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 02
Mojorejo)

43 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 01
Manisrejo)

44 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 02
Manisrejo)

45 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 03
Manisrejo)

46 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 04
Manisrejo)

47 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 01
Demangan)

48 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 02
Demangan)

49 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 01
Josenan)

50 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
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NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 S5

51 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN 03
Josenan)

52 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN
Kejuron)

53 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SDN
Kuncen)

54 | Pembinaan Minat Bakat Peserta
dan Kreativitas Siswa Didik

55 | Pembinaan Satuan
Kelembagaan dan Pendidikan
Manajemen Sekolah

56 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 01 Pendidikan
Kartoharjo)

57 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 02 Pendidikan
Kartoharjo)

58 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 01 Pendidikan
Klegen)

59 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 02 Pendidikan
Klegen)

60 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 03 Pendidikan
Klegen)

61 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 04 | Pendidikan
Klegen)

62 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN Oro | Pendidikan
Oro Ombo)

63 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN Pendidikan
Rejomulyo)

64 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 01 Pendidikan
Kanigoro)

65 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 02 | Pendidikan
Kanigoro)

66 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 03 Pendidikan
Kanigoro)

67 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN Pendidikan
Sukosari)

68 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN Pendidikan
Pilangbango)

69 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 01 Pendidikan

Tawangrejo)
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NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 S5

70 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 02 Pendidikan
Tawangrejo)

71 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN Pendidikan
Kelun)

72 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN Pendidikan
Manguharjo)

73 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 01 Pendidikan
Nambangan Lor)

74 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 02 | Pendidikan
Nambangan Lor)

75 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 01 Pendidikan
Madiun Lor)

76 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 02 Pendidikan
Madiun Lor)

77 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 03 Pendidikan
Madiun Lor)

78 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 04 | Pendidikan
Madiun Lor)

79 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 05 | Pendidikan
Madiun Lor)

80 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 01 Pendidikan
Nambangan Kidul)

81 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 02 | Pendidikan
Nambangan Kidul)

82 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 03 | Pendidikan
Nambangan Kidul)

83 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 01 Pendidikan
Winongo)

84 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 02 Pendidikan
Winongo)

85 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN Pendidikan
Ngegong)

86 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN Pendidikan
Patihan)

87 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN Pendidikan
Pangongangan)

88 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN Pendidikan

Sogaten)
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Kuncen)

NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 S5

89 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 01 Pendidikan
Taman)

90 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 02 Pendidikan
Taman)

91 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 03 | Pendidikan
Taman)

92 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 01 Pendidikan
Pandean)

93 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 02 Pendidikan
Pandean)

94 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN Pendidikan
Banjarejo)

95 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 01 Pendidikan
Mojorejo)

96 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 02 | Pendidikan
Mojorejo)

97 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 01 Pendidikan
Manisrejo)

98 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 02 Pendidikan
Manisrejo)

99 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 03 | Pendidikan
Manisrejo)

100 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 04 | Pendidikan
Manisrejo)

101 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 01 Pendidikan
Demangan)

102 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 02 Pendidikan
Demangan)

103 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 01 Pendidikan
Josenan)

104 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 02 Pendidikan
Josenan)

105 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN 03 Pendidikan
Josenan)

106 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN Pendidikan
Kejuron)

107 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Dasar (SDN Pendidikan
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Peserta Didik (SMPN 14)

NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 S5
108 | Koordinasi Perencanaan | Dokumen
Supervisi dan Evaluasi
Layanan di Bidang
Pendidikan
109 | Rehabilitasi Unit
Sedang/Berat Sarana
Prasarana dan Utilitas
Sekolah
110 | Rehabilitasi Ruang
Sedang/Berat Ruang
Kelas Sekolah
Pengelolaan 1 Rehabilitasi Ruang
Pendidikan Sedang/Berat Ruang
Sekolah Menengah Kelas Sekolah
Pertama 2 Rehabilitasi Unit
Sedang/Berat Sarana
Prasarana dan Utilitas
Sekolah

3 Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SMPN 1)

4 Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SMPN 2)

5 Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SMPN 3)

6 Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SMPN 4)

7 Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SMPN 5)

8 Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SMPN 6)

9 Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SMPN 7)

10 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SMPN 8)

11 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SMPN 9)

12 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SMPN 10)

13 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SMPN 11)

14 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SMPN 12)

15 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
Peserta Didik (SMPN 13)

16 | Penyelengaraan Proses Satuan
Belajar dan Ujian bagi Pendidikan
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NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 S5

17 | Pembinaan Minat Bakat Peserta
dan Kreativitas Siswa Didik

18 | Pembinaan Satuan
Kelembagaan dan Pendidikan
Manajemen Sekolah

19 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Menengah Pendidikan
Pertama (SMPN 1)

20 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Menengah Pendidikan
Pertama (SMPN 2)

21 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Menengah Pendidikan
Pertama (SMPN 3)

22 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Menengah Pendidikan
Pertama (SMPN 4)

23 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Menengah Pendidikan
Pertama (SMPN 5)

24 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Menengah Pendidikan
Pertama (SMPN 6)

25 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Menengah Pendidikan
Pertama (SMPN 7)

26 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Menengah Pendidikan
Pertama (SMPN 8)

27 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Menengah Pendidikan
Pertama (SMPN 9)

28 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Menengah Pendidikan
Pertama (SMPN 10)

29 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Menengah Pendidikan
Pertama (SMPN 11)

30 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Menengah Pendidikan
Pertama (SMPN 12)

31 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Menengah Pendidikan
Pertama (SMPN 13)

32 | Pengelolaan Dana BOS Satuan
Sekolah Menengah Pendidikan
Pertama (SMPN 14)

33 | Pemberian layanan Kegiatan
pendampingan bagi
satuan pendidikan
untuk pencegahan
perundungan kekerasan
dan intoleransi

34 | Pengadaan Paket
Perlengkapan Peserta
Didik

Pengelolaan 1 Rehabilitasi Unit
Pendidikan Anak Sedang/Berat
Usia Dini (PAUD) Gedung/Ruang
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NO

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

SATUAN

2

3

4

5

Kelas/Ruang Guru
PAUD

Rehabilitasi
Sedang/Berat
Pembangunan Sarana
Prasarana dan Utilitas
PAUD

Unit

Pengadaan Alat Praktik
dan Peraga Siswa PAUD

Paket

Penyelenggaraan Proses
Belajar PAUD

Peserta
Didik

Pengembangan Karir
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan pada
Satuan Pendidikan
PAUD

Orang

Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen PAUD

Satuan
Pendidikan

Pengelolaan Dana BOP
PAUD

Satuan
Pendidikan

Pemberian layanan
pendampingan bagi
satuan pendidikan
untuk pencegahan
perundungan kekerasan
dan intoleransi

Kegiatan

Pengelolaan
Pendidikan
Nonformal/Kesetar
aan

Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen Sekolah
Nonformal /Kesetaraan

Satuan
Pendidikan

Pengelolaan Dana BOP
Sekolah
Nonformal /Kesetaraan

Satuan
Pendidikan

PROGRAM
PENGEMBANGAN
KURIKULUM

Penetapan
Kurikulum Muatan
Lokal Pendidikan
Dasar

Penyusunan
Kompetensi Dasar
Muatan Lokal
Pendidikan Dasar

Dokumen

Penyusunan Silabus
Muatan Lokal
Pendidikan Dasar

Dokumen

Pelatihan Penyusunan
Kurikulum Muatan
Lokal Pendidikan Dasar

Orang

Penetapan
Kurikulum Muatan
Lokal Pendidikan
Anak Usia Dini dan
Pendidikan
Nonformal

Penyusunan Silabus
Muatan Lokal
Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan
Nonformal

Dokumen

PROGRAM
PENDIDIK DAN
TENAGA
KEPENDIDIKAN

Pemerataan
Kuantitas dan
Kualitas Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan
Dasar PAUD dan
Pendidikan
Nonformal/Kesetar
aan

Perhitungan dan
Pemetaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Satuan Pendidikan
Dasar PAUD dan
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan

Dokumen

Penataan
Pendistribusian
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi
Satuan Pendidikan
Dasar PAUD dan
Pendidikan

Nonformal /Kesetaraan

Laporan
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2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

SATUAN

1

2

3

4

5

1

1.02.02 PROGRAM

PEMENUHAN UPAYA

KESEHATAN
PERORANGAN DAN
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

1.02.02.2.02
Penyediaan
Layanan Kesehatan
untuk UKM dan
UKP Rujukan
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.01
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Ibu
Hamil

Orang

1.02.02.2.02.02
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Ibu
Bersalin

Orang

1.02.02.2.02.03
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Bayi
Baru Lahir

Orang

1.02.02.2.02.04
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Balita

Orang

1.02.02.2.02.05
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan pada
Usia Pendidikan
Dasar

Orang

1.02.02.2.02.06
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan pada
Usia Produktif

Orang

1.02.02.2.02.07
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan pada
Usia Lanjut

Orang

1.02.02.2.02.08
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Penderita
Hipertensi

Orang

1.02.02.2.02.09
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan
Penderita
Diabetes Melitus

Orang

10

1.02.02.2.02.10
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
dengan
Gangguan Jiwa
Berat

Orang

11

1.02.02.2.02.11
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
Terduga
Tuberkulosis

Orang

12

1.02.02.2.02.12
Pengelolaan
Pelayanan
Kesehatan Orang
dengan Risiko
Terinfeksi HIV

Orang
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3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 S
1 | Pengelolaan dan | Pengelola dan | 1 Penyusunan Dokumen
Pengembangan Pengembangan Sistem Rencana,
Sistem Air Minum Penyediaan Air Minum Kebijakan,Strategi
(SPAM) di daerah dan Teknis SPAM
Kabupaten/Kota
4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat
No PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN
1 2 3 4 5
1 | PROGRAM Pendataan Penyediaan | Pendataan Rumah Dokumen
PENGEMBANGAN dan Rehabilitasi | Sewa Milik
PERUMAHAN Rumah Korban | Masyarakat, Rumah
Bencana atau Relokasi | Susun dan Rumah
Program Khusus
Kabupaten /Kota
Pembangunan dan | Operasioanal dan Unit Rumah
Rehabilitasi Rumah | Pemeliharaan
Korban Bencana atau | Lingkungan
Relokasi Program | Perumahan pada
Kabupaten/Kota Relokasi Program
Kabupaten /Kota
Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Laporan
Pengelolaan Rumah | Kelembagaan dan
Susun Umum | Pemilik/Penghuni
dan/atau Rumah | Rumah Susun
Khusus

5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban

Perlindungan Masyarakat

Umum, dan

No

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

SATUAN

1

2

3

4

5

1

PROGRAM
PENINGKATAN
KETENTERAMAN

DAN KETERTIBAN
UMUM

Penanganan
Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
dalam 1 (satu)
Daerah
Kabupaten/Kota

Pencegahan
Gangguan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
melalui Deteksi
Dini dan Cegah
Dini, Pembinaan
dan Penyuluhan,
Pelaksanaan
Patroli,
Pengamanan dan
Pengawalan

Laporan

Penindakan atas
Gangguan

Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Berdasarkan Perda
dan Perkada
melalui Penertiban
dan Penanganan
Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa

Kasus

Koordinasi
Penyelenggaraan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
serta Perlindungan
Masyarakat
tingkat
Kabupaten /Kota

Dokumen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




-30 -

No

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

SATUAN

2

&

4

5

Pemberdayaan
Perlindungan
Masyarakat
Masyarakat dalam
rangka
Ketentraman dan
Ketertiban Umum

Dokumen

Peningkatan
Kapasitas SDM
Satuan Polisi
Pamong Praja dan
Satuan
Perlindungan
Masyarakat
termasuk  dalam
Pelaksanaan Tugas
yang Bernuansa
Hak Asasi Manusia

Orang

Penegakan
Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota
dan Peraturan
Bupati/Walikota

Sosialisasi
Penegakan
Peraturan Daerah
dan Peraturan
Bupati/Walikota

Laporan

Penanganan atas
Pelanggaran
Peraturan Daerah
dan Peraturan
Bupati/Walikota

Dokumen

PROGRAM
PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN

Pencegahan,
Pengendalian,
Pemadaman,
Penyelamatan, dan
Penanganan Bahan
Berbahaya dan
Beracun Kebakaran
dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Pencegahan
Kebakaran dalam
Daerah

Kabupaten /Kota

Dokumen

Pemadaman dan
Pengendalian
Kebakaran dalam
Daerah
Kabupaten/Kota

Laporan

Inspeksi Peralatan
dan Proteksi
Kebakaran

Pendataan Sarana
dan Prasarana
Proteksi

Kebakaran

Laporan

No

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

SATUAN

2

S

4

5

Penanggulangan
Bencana

Pelayanan
Rawan
Kabupaten/Kota

Informasi
Bencana

1 Penyusunan
Kajian
Bencana
Kab/Kota

Risiko

Dokumen

2 Sosialisasi,
Komunikasi,

Informasi  (KIE)
Rawan BEncana
Kab/Kota (per
jenis bencana)

Orang

Pelayanan Pencegahan
Dan Kesiapsiagaan
Terhadap Bencana

Pelatihan
Pencegahan Dan
Mitigasi Bencana
Kab/Kota

Orang

Penguatan
Kapasitas
Kawasan untuk
Pencegahan Dan
Kesiapsiagaan
Bencana

Kawasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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5

Pengembangan
Kapasitas Tim
Reaksi Cepat
(TRC) Bencana
Kab/Kota

Orang

Pelayanan

Evakuasi
Bencana

Penyelamatan Dan
Korban

Pencarian,
Pertolongan dan
Evakuasi Korban
Bencana
Kab/Kota

Orang

Penyediaan
Logistik
Penyelamatan
Dan Evakuasi
Korban Bencana
Kab/Kota

Orang

6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

No PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

SATUAN

1 2

3

4

5

1 | PROGRAM
REHABILITASI
SOSIAL

Kegiatan Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial

Sub Kegiatan
Penyediaan
Permakanan

Orang

Sub Kegiatan
Penyediaan Sandang

Orang

Sub Kegiatan
Penyediaan Alat
Bantu

Orang

Sub Kegiatan
Pemberian
Pelayanan
Reunifikasi Keluarga

Orang

Sub Kegiatan
Pemberian
Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual,
dan Sosial

Orang

Sub Kegiatan
Pemberian
Bimbingan Sosial
kepada Keluarga
Penyandang
Disabilitas

Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut
Usia Terlantar, serta
Gelandangan
Pengemis dan
Masyarakat

Orang

Sub Kegiatan
Pemberian Layanan
Kedaruratan

Orang

2 | PROGRAM
REHABILITASI
SOSIAL

Kegiatan Rehabilitasi Sosial
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan Napza di Luar
Panti Sosial

Sub Kegiatan
Pemberian Layanan
Kedaruratan

Orang

3 | PROGRAM
PENANGANAN
BENCANA

Kegiatan Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam dan
Sosial Kab/Kota

Sub Kegiatan
Penyediaan
Makanan

Orang

Sub Kegiatan
Penyediaan Sandang

Orang

Sub
KegiatanPelayanan
dukungan
Psikososial

Orang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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B. MATRIKS RENCANA AKSI SPM

Tabel 3.2.1 Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kota Madiun Tahun 2023-2027
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SPM Bidang Kesehatan di

Kota Madiun Tahun 2023 -

2027

- rahun encapaian SPM (2023) Pencapaian SPM (2024) ] Pencapaian SPM (2025) Pencapaian SPM (2026) ] Pencapaian SPM (2027)
o | IndiatorKinssa/ Jenis | ", [ T - Inisiasi| Sumber | Instansi _— - Inisingi | Sumber | mstansi oo ) — - Inisiagi | Sumber | Instansi [ emerima T wtae - Inisingi | Sumber | Instansi  [Penerima T seute - Sumber | Instansi
ayanan Dasac [ reeim | entioasi | Reatisasi Anggaran Pendansan | Pelaksana B Reatisasi Anggaran Pendansan | Pelsksana | Loganan |Reatisasi || Reatisasi Anggaran Pendansan | Pelakssna | Layanan | Reatisasi | . Reatisasi Anggaran Pendansan | Pelaksans | Layanan | Reatisas | Reatisasi Anggaran Pendansan | Pelsksana
ayanan Dasar ayanan ayanan e ayanan ran ayanan rana ayanan
1 2 B + s 6 7 s ° 10 1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 36 a7 38 39 40 a1 a2 )
pelayansn Kesehaten Iou Dinas Dinas Dinas Dinas Dinas
1 |t 2022 2450 | 2.450 Rp1.047.548.600 0 APBD | Keschatan Rp1063.261.829 O APBD | Kesehatan 2410 2410 Rp907.907.846| 0 APBD | Kesehatan Rpo14.518.958 O APBD | Kesehatan 2370|2370 Rp941954.527| 0 APBD | Kesehatan
PPKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas
1 |Vaksin Tetanus Difteri (Td) 2450| 2450 o APBD | Keschatan o APBD 2410|2410 o APBD | Kesehatan o APBD | Kesehatan 2370 | 2370 ° APBD | Kesehatan
PKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas.
2 [Tablet tambah darah 220.500 | 220.500 ) APED | Kesehatan 218.700 o APBD 216.900 | 216.900 o APED | Kesehatan 215,100 215.100) o APED | Kesehatan 213.300 | 213.300 ° APBD | Kesehatan
PPKB PPKB PPKB PPKB
|Alat deteksi resiko Tou Dinas Dinas Dinas Dinas
El 2450|2450 ) APED | Kesehatan o APED 2410|2410 ) APED | Kesehatan ) APED | Kesehat 2070 | 2370 ° APED | Kesehatan
tlomil : Test Kehamilan PPKB PPKB PPKB PPKB
|Alat deteksi resiko Ibu Dinas Dinas Dinas Dinas
o oot 15 2450| 2450 o APBD | Keschatan o APBD 2410|2410 o APBD | Kesehatan o APBD | Kesehatan 2370 | 2370 ° APBD | Kesehatan
PPKB PPKB PPKB PPKB
[ATat deteksi resiko Tbu Dinas Dinas Dinas nas
5 |Hamil : Pemeriksaan 2450| 2450 o APBD | Keschatan o APBD 2410|2410 o APBD | Kesehatan o APBD | Keschat 2370 | 2370 ° APBD | Kesehatan
Golongan Darah PKB PPKB PP PPKB
[Alat detekesi resiko Tou Dinas Dinas Din: Dinas
6 [Hamil : Pemeriksaan 2450| 2450 o APBD | Kesehatan o APBD 2410|2410 o APBD | Kesehatan o APBD | Kesehatan 2370 | 2370 ° APBD | Kesehatan
Glukoprotein Urin PPKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas
7 [Kartu ibu/rekam medis iba 2450 2450 o APBD | Keschatan o APBD 2410|2410 o APBD | Kesehatan o APBD | Kesehatan 2370 | 2370 ° APBD | Kesehatan
PPKB PPKB PPKB PPKB
Buku Kesehatan fbu dan Dinas Dinas Dinas in
5 |y 2450| 2450 ) APED | Kesehatan o APBD 2410|2410 o APED | Kesehatan ) APED | Kesehatan 2370 | 2370 ° APED | Kesehatan
PPKB PPKB PPKB PPKB
[Tenaga keschatan Dinas Dinas Dinas Dinas
9 [Dokter/doker spesiatis 60 60 o APBD | Kesehatan o APBD 60 60 o APBD | Kesehatan ) APBD | Kesehatan 60 60 ° APBD | Kesehatan
ebidanan PPKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas
10 {Tenaga keschatan : Bidan 304 304 o APBD | Keschatan o APBD 304 304 o APBD | Kesehatan o APBD | Kesehatan 304 304 ° APBD | Kesehatan
PKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas.
11 |Tenaga keschatan : Perawat 0 69 ) APED | Kesehatan o APBD 6 0 ) APED | Kesehatan o APED | Kesehatan o 6 ° APBD | Kesehatan
PPKB PPKB PPKB PPKB
Kunjungan 4 kali ibu hamil
selama periode kehamilan o - o
) nas nas nas
12 |[K4) (Satu kali pada 2450 2450 ) APBD o APBD 2410 2410 ) APBD | Kesehatan o APBD | Kesehatan 2370 | 2370 0 APED | Kesehatan
trimester pertama, Satu kali posy posy SPKE.
pada trimester kedua, Dua.
ali pada trimester ketiga)
eetayanan Kesehatan o Dinas Dinas Dinas Dinas
2 [goeyine Rp49.007.200| © APED | Kesehatan Rp49.742.308) 0 APED Rp63.937.172 0 APED | Kesehatan Rp193.208.231 0 APED | Kesehatan Rp199.004.478] O APBD | Kesehatan
PPKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas.
1 |Formuir Partograf ) APED | Kesehatan o APED 2300 2.300 ) APED | Kesehatan ) APED | Kesehat 2062 | 2262 ° APED | Kesehatan
PPKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas
2 [Kartu ibu (rekam medis) o APBD | Keschatan o APBD 2300 2.300 o APBD | Kesehatan o APBD | Kesehatan 2062 | 2262 ° APBD | Kesehatan
PPKB PPKB PPKB PPKB
Buku Kesehatan [bu dan Dinas Dinas Dinas in
5 | 18y 2450| 2450 ) APED | Kesehatan o APBD 2300|  2.300 ) APED | Kesehatan o APED | Kesehatan 2262 | 2262 ° APED | Kesehatan
PPKB PPKB PPKB PPKB
[Tenaga keschatan Dinas Dinas Dinas Dinas
4 [Dokter/doker spesiatis 49 49 o APBD | esehatan o APBD 49 49 o APBD | Kesehatan o APBD | Kesehatan 49 49 ° APBD | Kesehatan
Kebidanan dan Kandungan PPEB PRES PPER PFEB
Dinas Dinas Dinas Dinas
5 |Tenaga keschatan : Bidan 304 304 ) APBD | Keschatan o APBD 304 304 o APBD | Kesehatan o APBD | Kesehatan 304 304 ° APBD | Kesehatan
PKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas.
6 [Tenaga kesehatan : Perawat ) APED | Kesehatan o APBD ﬁg 0 ) APED | Kesehatan o APED | Kesehatan o o ° APED | Kesehatan
PPKB PPKB PPKB PPKB
petayansn Kesehaten Begi Dinas Dinas Dinas Dinas
2 |Baru Lanir Rp84.232.800( 0 APBD | Keschatan Rp8s.496.292| 0 APED Rpso.512.041| 0 APED | Kesehatan Rp154.566.584| 0 APED | Kesehat Rp159.203.582| 0 APED | Kesehatan
PPKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas
o APBD | Keschatan o APBD 2108|2193 o APBD | Kesehatan o APBD | Kesehatan 2159 | 2159 ° APBD | Kesehatan
[Vaksin Hepaitis B0 PPKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas in
2 2207|2207 ) APED | Kesehatan o APBD 2103 2103 o APED | Kesehatan o APED | Kesehatan 2150 | 259 ° APED | Kesehatan
|Vitamin K1 injelesi PPKB PPKE PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas
2007|2207 ) APED | Kesehatan o APED 2108 2103 o APED | Kesehatan ) APED | Kesehatan 2150 | 2159 ° APED | Kesehatan
Salep) tetes mata antibiotik PPKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas
4 2207|2207 ) APBD | Keschatan o APBD 2108 21903 o APBD | Kesehatan o APBD | Kesehatan 2159 | 2159 ° APBD | Kesehatan
Formuli beyi baru lahir PPKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas.
5 |Formulir Manajemen 2.227 2.227 o APBD | Kesehatan 0 APBD 2.193 2.193 o APBD Kesehatan o APBD Kesehatan. 2.159 2.159 ° APBD Kesehatan
[Terpadu Bayi Muda (MTBM) PKB PPKE PPKB PKB
Dinas Dinas Dinas Dinas
6 [Buku Kesehatan Tbu dan 2450 2450 o | 4PED | Kesehatsn o | aemp 2108|2103 o APED | Kesehatan o APED | Kesehatan 215 | 25 o APBD | Kesehatan
|Anak K1A) PPKB PPKB PPKB PPKB
[Tenaga keschatan Dinas Dinas Dinas Dinas
7 |Dokter dokter spesialis 17 17 ) APED | Kesehatan o APED 17 17 ) APED | Kesehatan ) APED | Kesehatan 17 17 ° APED | Kesehatan
|Anak PPKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas in
s 304 304 ) APED | Kesehatan o APED 304 304 ) APED | Kesehatan ) APED | Kesehatan 304 304 ° APED | Kesehatan
ITenaga kesehatan : Bidan PPKB PPKE PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas
9 0 6o ) APED | Kesehatan o APED 6 0 ) APED | Kesehatan ) APED | Kesehatan 59 60 ° APED | Kesehatan
[renaga keschatan : Perawat PPKB PPKB PPKB PPKB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




Pelayanan Kesehatan

+ ot Rp268.321.000) APBD
Kuisioner Pra Skrining

| [Perkembangan (KPSP) ateu 37| uar APED
instrumen standar lain yang|
berlaku
Formulir Deteksi Dini

2 |Tumbuh Kembeng Anzk 1317|1317 APBD
DDTK)

3 [Buku Kartu Tbu dan Anak 2450 2450 APBD
(K1A)

4 4100 4100 APBD
Vitamin A Biru

5 29250 29.250 APBD
\Vitamin A Merah

6 [Vaksin imunisasi dasar: 2214 2214 APBD
HBO

7 |Vaksin imunisasi dasar: 2202|2202 APED
BCG

g |Vaksin imunisasi dasar: 9216 9216 APBD
Polio

9 2324|234 APBD
[Vaksin imunisasi desar: PV

10 |Vaksin imunisasi daser: 7.00( 7020 APBD
DPT -HB -Hib

11 |Vaksin imunisasi dasar: 2359 2359 APBD
Campak

12 |Vaksin imunisasi daser: 2359 2359 APBD
Rubella

13 |Vaksin imunisasi lanjutan : 2346 234 APBD
DPT -HB -Hib

14 |Vaksin imunisesi lanjutan : 2363 2363 APBD
Campak

15 [Vaksin imunisesi lanjutan : 2363 2363 APBD
Rubella

16 |Jarum suntik dan Bahan 17.000{  17.000 APBD
Habis Pakai (BHP)

17 30 30 APBD
Peralatan Anafilakiik

18 17 17 APBD
ITenaga kesehatan : Dokter

19 304 304 APBD
Tenaga kesehatan

20 69 69 APBD
Tenaga kesehatan

21 [Tenaga kesehatan 14 14 APBD
Gizi

99 |Tenaga kesehatan : Kader 756 756 APBD
Kesehatan

23 |Tenaga Non kesehatan : 7 7 APBD
Guru PAUD

- 35 -

Rp283.372.071

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

Rp272.345.815) 0 APBD
0 APBD
0 APBD
0 APBD
0 APBD
0 APBD
0 APBD
0 APBD
0 APBD
0 APBD
0 APBD
0 APBD
0 APBD
0 APBD
0 APBD
0 APBD
0 APBD
0 APBD
0 APBD
0 APBD
0 APBD
0 APBD
0 APBD
0 APBD

APBD

Rp242.961.255| APBD

8.981 8.981 APBD
8.981 8.981 APBD
8.981 8.981 APBD
2193 2.193 APBD
8.981 8.981 APBD
2193 2193 APBD
2193 2193 APBD
2193 2.193 APBD
2293 2.293 APBD
2293 2.293 APBD
2293 2.293 APBD
2.293 2.293 APBD
2.348 2.348 APBD
2.348 2.348 APBD
2.348 2.348 APBD
8.981 8.981 APBD
ul  u 4PBD
17 17 APBD
304 304 APBD
69 69 APBD
ulowu 4PBD
756 756 APBD
75 75 APBD

APBD

APBD
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8911

8911

8911

8911

Rp291.873.233

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

8911

8911

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

8911

8911

APBD

Dinas
Kesehatan

2159

2.159

APBD

Dinas
Kesehatan

8911

8911

APBD

Dinas
Kesehatan

2159

2.159

APBD

Dinas
Kesehatan

2159

2.159

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

2159

2159

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

2183

2183

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

2183

2183

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

2183

2183

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

2183

2.183

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

2.238

2.238

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

2.238

2.238

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

2.238

2.238

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

8911

8911

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

APBD

Dinas
Kesehatan

APBD

Dinas
Kesehatan

304

APBD

Dinas
Kesehatan

APBD

Dinas
Kesehatan

APBD

Dinas
Kesehatan

756

756

APBD

Dinas
Kesehatan

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB




«

|Pelayanan Kesehatan pada
[Usia Pendidikan Dasar

Buku raport keschatanku

Buku pemantauan
kesehatan

Kuesioner skrining
keschatan

I

Formulir rekapitulasi hasil
pelayanan kesehatan usia
sekolah dan remaja di dalam)
sekolah

Formulir rekapitulasi hasil
[pelayanan kesehatan usia
sckolah dan remaja di luar
sekolah

Tenaga kesehatan :
Dokter/ Dokter gigi

[Tenaga kesehatan : Bidan

Tenaga kesehatan : Perawat

Tenaga kesehatan : Ahli
iz

10

Tenaga Keschatan :
Masyarakat

Tenaga kesehatan : Kader
Kesehatan

Tenaga Non kesehatan
Guru

o

[Pelayanan kesehatan pada
[Usia Produktif

[Pedoman dan media
Komunikasi, Informasi,
Edukesi (KIE)

|Alat ukur berat badan

|Alat : Alat ukur tinggi badan

-

|Alat : Alat ukur lingkar
[perut

|Alat : Tensimeter

|Alat : Glukometer

|Alat : Tes strip gula darah

|Alat : Lancet

9
|Alat : Kapas alkohol

0
|Alat : KIT IVA Tes

Formulir pencatatan dan
[pelaporan aplikasi Sistem
Informasi Penyakit Tidak
Menular (SIPTM)

[ Tenaga kesehatan : Dokter

[Tenaga kesehatan : Bidan

Tenaga kesehatan : Perawat

5

Tenaga kesehatan : Ahli
Gizi

16

Tenaga Keschatan
Masyarakat

[Tenaga non kesehatan
Terlatih/Mempunyai

Kualifikasi tertentu

2022 31.582

114664

31.582

114.664
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Rp128.805.487

APBD

APBD

Rp132.669.652|

APBD

APBD

APBD

APBD

31.582

APBD

31582

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

Rp154.566.584)

APBD

130.820 | 130.820

APBD

APBD

Rp159.203.582

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

130.440

130.440)

APBD

130.820

APBD

130.440

130.440)

APBD

130.820

130.820

APBD

130,440

130.440)

APBD

130.820

130.820

APBD

APBD

APBD

Dinas.

PPKB

APBD

34

APBD

APBD

68

APBD

APBD

69

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

Rp129.673.500 APBD Rp131.618.603 APBD Rp102.299.476| APBD

2960  2.960 APBD APBD APBD
2960  2.960 APBD APBD APBD
31.582| 31.582 APBD APBD 31.582 APBD
160 160 APBD APBD APBD

17 17 APBD APBD APBD

45 45 APBD APBD APBD

68 68 APBD APBD APBD

69 69 APBD APBD APBD

14 14 APBD APBD APBD

2 2 APBD APBD APBD

683 683 APBD APBD APBD
132 132 APBD APBD APBD
Rp71.855.200 APBD Rp72.933.028 APBD 129.950 Rp63.937.172 APBD

6 6 APBD APBD APBD

110 110 APBD APBD APBD
110 110 APBD APBD APBD
110 110 APBD APBD APBD
110 110 APBD APBD APBD
110 110 APBD APBD APBD
110 110 APBD APBD APBD
114.664 | 114.664 APBD 129.400 APBD 129.950 APBD
114.664 | 114.664 APBD 129.400 | 129.400 APBD 120950 | 129.950 APBD
114.664 | 114.664 APBD 129.400 | 129,400 APBD 129.950 | 129.950 APBD
6 6 APBD 6 6 APBD 6 6 APBD

34 34 APBD 34 34 APBD 34 34 APBD

68 68 APBD 68 68 APBD 68 68 APBD

69 69 APBD 69 69 APBD 69 69 APBD

14 14 APBD 14 14 APBD 14 14 APBD

2 2 APBD 2 2 APBD 2 2 APBD

421 421 APBD 421 421 APBD 421 421 APBD

APBD

421

APBD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




(Pelayanan Kesehatan pada
(Usia Lanjut

Strip uji pemeriksaan gula
(darah, kolesterol

) Mental Test (AMT) dan

Instrumen Geriatric
Depression Scale (GDS),
Intrumen Abbreviated

[Instrumen Activity Daily
Living (ADL) dalam Paket
Pengkejian Paripurna
\Pasien Geriatri (P3G)

Buku kesehatan lansia

(Tenaga kesehatan : Dokter

Tenaga kesehatan : Bidan

Tenaga kesehatan : Perawat

-

(Tenaga kesehatan : Ahli
Gizi

oo

(Tenaga Kesehatan
[ Masyarakat

o

(Tenaga non kesehatan
(Terlatih/Mempunyai
[Kualifikasi tertentu

P

[Pelayanan Kesehatan

[Penderita Hipertensi 6018|6928

Pedoman pengendalian
(Hipertensi dan media
Komunikasi, Informasi,
[Edukasi (KIE)

Tensimeter

3 pelaporan aplikasi Sistem

Formulir pencatatan dan

[Informasi Penyakit Tidak
[Menular (SIPTM)

Tenaga kesehatan : Dokter

ITenaga kesehatan : Bidan

(Tenaga kesehatan : Perawat

-

Tenaga Keshatan
[ Masyarakat

Obat Hipertensi

-37 -

Dinas Dinas Dinas Dinas
Rp77.139.600( 0 APBD | Kesehatan 33410 [ 33410 Rp78.296.694) 0 APBD | Kesehatan 34.490| 34490 Rp285.748.689) 0 APBD Kesehatan Rp257.610.974) 0 APBD Kesehatan 36.700 |  36.700
PPKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas
28.500) 28.500 0 APBD | Kesehatan 33.744 | 33744 0 APBD | Kesehatan 34.834( 34.834 0 APBD Kesehatan 35.935) 0 APBD Kesehatan
PPKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas
30573 30.573 0 APBD | Kesehatan 33410 [ 33410 0 APBD | Kesehatan 34.490| 34490 0 APBD Kesehatan 35.580[  35.580) 0 APBD Kesehatan
PPKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas
30573 30.573 0 APBD | Kesehatan 33410 [ 33410 0 APBD | Kesehatan 34.490| 34490 0 APBD Kesehatan 35.580 0 APBD Kesehatan
PPKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas
34 34 0 APBD | Kesehatan 34 kL 0 APBD | Kesehatan 34 34 0 APBD Kesehatan 0 APBD Kesehatan
PPKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas
68 68 0 APBD | Kesehatan 68 68 0 APBD | Kesehatan 68 68 0 APBD Kesehatan 0 APBD Kesehatan
PPKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas
69 69 0 APBD | Kesehatan 69 69 0 APBD | Kesehatan 69 69 0 APBD Kesehatan 0 APBD Kesehatan
PPKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas
14 14 0 APBD | Kesehatan 14 14 0 APBD | Kesehatan 14 14 0 APBD Kesehatan 0 APBD Kesehatan
PPKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas
2 2 0 APBD | Kesehatan 2 2 0 APBD | Kesehatan 2 2 0 APBD Kesehatan 0 APBD Kesehatan
PPKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas
0 APBD | Kesehatan 947 w7 0 APBD | Kesehatan w7 947 0 APBD Kesehatan 0 APBD Kesehatan
PPKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas
Rp13.548.000) 0 APBD | Kesehatan Rp13.751.220) 0 APBD | Kesehatan 40.710 [ 40.710 Rp127.874.345) 0 APBD Kesehatan Rp257.610.974| 0 APBD Kesehatan
PPKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas
0 APBD | Kesehatan n 7 0 APBD | Kesehatan n 7 0 APBD Kesehatan 0 APBD Kesehatan
PPKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas
110 110 0 APBD | Kesehatan 110 110 0 APBD | Kesehatan 110 110 0 APBD Kesehatan 0 APBD Kesehatan
PPKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas
3 3 0 APBD | Kesehatan 6 6 0 APBD | Kesehatan 6 6 0 APBD Kesehatan 0 APBD Kesehatan
PPKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas
34 34 0 APBD | Kesehatan 34 34 0 APBD | Kesehatan 34 34 0 APBD Kesehatan 0 APBD Kesehatan
PPKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas
68 68 0 APBD | Kesehatan 68 68 0 APBD | Kesehatan 68 68 0 APBD Kesehatan 0 APBD Kesehatan
PPKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas
69 69 0 APBD | Kesehatan 69 69 0 APBD | Kesehatan 69 69 0 APBD Kesehatan 0 APBD Kesehatan
PPKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas
2 2 0 APBD | Kesehatan 2 2 0 APBD | Kesehatan 2 2 0 APBD Kesehatan 0 APBD Kesehatan
PPKB PPKB PPKB PPKB
Dinas Dinas Dinas Dinas
69.278| 69.278 0 APBD | Kesehatan 40.354 | 40.3%4 0 APBD | Kesehatan 40.710]  40.710 0 APBD Kesehatan 41.064 0 APBD Kesehatan
PPKB PPKB PPKB PPKB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

37.067

37.067

Rp265.339.303]

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

36.700

36700

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

36.700

36.700

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

68

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

69

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

947

w1

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

Rp265.339.303

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

110

110

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

41414

41414

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB




[Pelayanan Kesehatan
[Penderita Diabetes

| [Melitus

[Alat : Glukometer

Alat ; Strip Tes Gula Darah
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Rp205.042.180|

APBD

|Alat : Kapas Alkohol

APBD

[Alat : Lancet

APBD

Rp204.598.951,

APBD

APBD

Rp231.849.877]

APBD

Formuli pencatatan dan
eleporan zplikesi Sistem
(Informasi Penyakit Tidak
Menular (SIPTM)

APBD

APBD

APBD

Rp238.805.373]

APBD

Dinas

PPKB

[Pedoman dan media
Komunikasi, Informasi,
Edukesi (KIE)

APBD

APBD

APBD

APBD

Dinas
Kesehatan

ITenaga kesehatan : Dokter

APBD

APBD

APBD

APBD

Kesehatan

Tenaga kesehatan : Bidan

APBD

APBD

APBD

APBD

Tenaga kesehatan : Perawat

APBD

APBD

APBD

APBD

10

ITenaga kesehatan : Ahli
Gizi

APBD

APBD

APBD

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

I Tenaga Kesehatan
|Masyarakat

APBD

APBD

APBD

APBD

Dinas
Kesehatan

|Obat Diabetes Melitus

APBD

APBD

APBD

APBD

Kesehatan

[Pelayanan Kesehatan
|Orang Dengan Gangguan
|Jiwa (ODGJ) Berat
|Buku Pedoman Diagnosis
Penggolongan Gangguan
Jiwa (PPDGJ 11 atau Buku
Pedoman Diagnosis
[Penggolongan Gangguan
Jiwa terbaru (sila sudzh
tersedia)

Kit berisi 2 Alat Fiksasi

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

Rp73.826.025

APBD

Penyediaan formulir
[pencatatan dan pelaporan

APBD

-

[ Media Komunikasi,
[Informasi, Edukasi (KIE)

APBD

APBD

APBD

APBD

Rp63.937.172

APBD

APBD

APBD

Kesehatan

APBD

Rp128.805.487

APBD

APBD

Kesehatan
PPKB

Tenaga kesehatan : Dokter

APBD

APBD

APBD

Rp182.669.652,

APBD

Dinas

PPKB

o

I Tenaga kesehatan : Perawat
Terlatih Jiwa

APBD

APBD

APBD

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

=

Tenaga kesehatan : Tenaga
Kesehatan Lainnya

APBD

APBD

APBD

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

Rp202.012.000 APBD

APBD

T4 7741 APBD
T4 7741 APBD
7741 7741 APBD
3 3 APBD

7 7 APBD

34 34 APBD

68 68 APBD

69 69 APBD

14 14 APBD

2 2 APBD
T4 7741 APBD
Rp72.735.000} APBD

6 6 APBD

6 6 APBD

339 339 APBD
6 6 APBD

7 7 APBD

15 15 APBD

2 2 APBD

APBD

APBD

APBD

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

APBD

APBD

APBD

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

APBD

APBD

APBD

Dinas

PPKB

APBD

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB




|__|Tuberkulosis

[Pelayanan Kesehatan
(Orang Terduga

Media KIE (Leaflet, Lembar
Balik, Poster, Banner)

Rp64.090.000]

APBD

APBD

210
Reagen Zn TB

210

APBD

[Masker jenis rumah tangga
|dan Masker N95

APBD

[Pot dahak, Kaca slide,
[Bahan Habis Pakai (Oil
[Emersi, Ether Alkohol
[Lampu Spirtus/Bunsen,
|Ose/Lidi), Rak pengering

21.014

21.014

APBD

6.000
Catridge tes cepat molekuler

E

6.000

APBD

Formulir pencatatan dan
[pelaporan

S

APBD

Pedoman/Standar
|Operasional Prosedur (SOP)

o

APBD

[Doker/ dokter spesialis
[penyakit dalam/ dokter
spesialis paru

APBD

Tenaga kesehatan : Perawat

S

APBD

Tenaga kesehatan : Analis
Teknik Laboratorium Medik
(ATLM)

APBD

Tenaga kesehatan : Penata
Rontgen

APBD

Tenaga kesehatan
masyarakat

APBD

[Tenaga non kesehatan
Terlatih /Mempunyai
Kualifikasi tertentu

176

[Pelayanan kesehatan Orang|
dengan Risiko Terinfeksi
rus yang Melemahkan
[Daya Tahan Tubuh

Man

Media KIE (Lembar Balik,
Leaflet, Poster, Banner)

176

APBD

Rp215.404.400

APBD

APBD

Tes cepat HIV (RDT)
[pertama

8.000

8.000

APBD

|Bahan Medis Habis Pakai,
[Handschoen, Alkohol Swab,
[Plester, Lancet/Jarum
Steril, Jarum Spuit yang
sesuai/Vacutainer dan

15.000

|Jarum Sesuai

-

15.000

APBD

|Alat tulis, Rekam medis
[yang berisi nomor rekam
[medis, Nomor fasilitas
[pelayanan kesehatan
[pelaksana, Nomor KTP/NIK

APBD

Kesehatan

Tenaga kesehatan :
[Dokter/dokter spesialis
[penyakit dalam/dokter
spesialis kulit dan kelamin

118

118

APBD

[Tenaga kesehatan : Perawat

APBD

Tenaga keschatan : Bidan

o

APBD

Tenaga kesehatan : Ahli
Teknologi Laboratorium
[Medis (ATLM)

APBD

Tenaga kesehatan
masyarakat

S

APBD

Tenaga non keschatan
terlatih atau mempunyai
kuaifikesi tertentu

APBD
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Rp230.173.820

APBD

APBD

Rp257.610.974|

APBD

APBD

APBD

Rp265.339.303]

APBD

Dinas
Kesehatan

APBD

APBD

APBD

Dinas
Kesehatan

21.014

APBD

APBD

APBD

Dinas
Kesehatan

APBD

APBD

APBD

Dinas
Kesehatan

APBD

APBD

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

APBD

APBD

APBD

Dinas
Kesehatan

APBD

APBD

APBD

Dinas
Kesehatan

APBD

APBD

APBD

Dinas
Kesehatan

APBD

APBD

APBD

Dinas
Kesehatan

APBD

APBD

APBD

Dinas
Kesehatan

APBD

APBD

APBD

Dinas
Kesehatan

APBD

APBD

APBD

Dinas
Kesehatan

Rp204.598.951]

APBD

APBD

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

APBD

Rp257.610.974|

APBD

APBD

Dinas
Kesehatan

APBD

APBD

RPp265.339.303]

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

15.000

APBD

APBD

APBD

Dinas
Kesehatan

APBD

APBD

APBD

Dinas
Kesehatan

118

118

APBD

APBD

APBD

Dinas
Kesehatan

APBD

APBD

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

APBD

APBD

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

Rp65.051.350 APBD | Kesehatan
APBD | Kesehatan
APBD | Kesehatan
APBD | Kesehatan
21014 APBD | Kesehatan
APBD | Kesehatan
KB
APBD | Kesehatan
KB
APBD | Kesehatan
APBD | Kesehatan
APBD | Kesehatan
APBD | Kesehatan
APBD | Kesehatan
APBD | Kesehatan
APBD | Kesehatan
Rp218.635.466) APBD | Kesehatan
APBD | Kesehatan
APBD | Kesehatan
15.000 APBD | Kesehatan
4 4 APBD | Kesehatan
18 118 APBD | Kesehatan
75 75 APBD | Kesehatan
80 80 APBD | Kesehatan
14 14 APBD | Kesehatan
KB
2 2 APBD | Kesehatan
58 58 APBD | Kesehatan

APBD

APBD

APBD

Dinas
Kesehatan

APBD

APBD

APBD

Dinas
Kesehatan
PPKB

APBD

APBD

APBD

Dinas
Kesehatan

APBD

APBD

Dinas
Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

APBD

Dinas
Kesehatan




Tabel 3.2.3 Rencana Aksi
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Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Madiun Tahun 2023-2027

Pencapaian SPM (2023) ncapaian SPM (2024) encapaian SPM (2025) capaian SPM (2026) Pencapaian SPM (2027)
Indikator Kinerja / Jenis ‘Tahun |Penerima ‘Sumber Penerima Sumber Penerima Sumber Penerima ‘Sumber Penerima Sumber
to Pelayanan Dasar Dasar (N)| Layanan | Reatisasi| " |Reatisasi|  Anggaran | ™% | pendanaan |"etensi Pelaksana | oo | Reatisasi | ™ |Reatisasi|  Anggaran  |™E Tostansi Pelaksan || o onan | Realisasi | MU | Realisasi | Anggaran | "o fostansiPelaksana | | venan |Reatisasi| M | Realisasi |  Anggaran | %" | pendansan |"St0n PeleS0| ) Reatisast| MU | Reatissi | Anggaran | ™% | pendanaan | "tans! Pelaksana
Layanan Layanan Layanan Layanan Layanan
Dasar Dasar Dasar Dasar Dasar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan
1 ;‘i::':;:;.::::'h'" Pokok Air| Rp21.269.000 ) APBD. Pe:'.’:"':':‘; "R"‘;n‘ 39.580|  39.580 Rp1.679.768.000 | 0 | APBD P‘:;':‘.': ;::n‘ 40.030| 40.030 Rp50.000.000 0 APBD ":’::': ;:':ng 40.130 Rp50.000.000 | 0 APBD Umum dan 40.180 | 40.180 Rp50.000.000 | 0 APBD Pe:::‘_‘: :‘“‘:n!
«dan PDAM «dan PDAM dan PDAM «dan PDAM
[Jumlah rumah tangga yang
mendapatkan akses terhadap air Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan
|minum melalui SPAM Jaringan Umum dan Umum dan Umum dan Umum dan Umum dan
1 Pergipaan terhadap Kuantitas 38.480 38.480 Rp21.269.000 0 APBD Penataan Ruang 39.580| 39.580 o APBD Penataan Ruang o APBD Penataan Ruang 40.130 40.130 0 APBD Penataan Ruang 40.180 40.180 o APBD Penataan Ruang
(kebutuhan pokok minimal 60 dan PDAM dan PDAM dan PDAM dan PDAM dan PDAM
liter /orang hari)
Jumlah rumah tangga yang
mendapatkan akses terhadap air Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan
minum melalul SPAM Jaringan Umum dan Umum dan Umum dan Umum dan Umum dan
2 |Perpipaan terhadap Kualitas air 38.480 38.480 Rp21.269.000 0 APBD 39.580 | 39.580 o APBD o APBD 40.130 40.130 0 APBD 40.130 o APBD
(tidak keruh, tidak berwarna, Penataan Ruang Penataan Ruang Penataan Ruang Penataan Ruang Penataan Ruang
tidak berasa, tidak berbusa, tidak dan PDAM dan PDAM dan PDAM dan PDAM dan PDAM
Iberbau)
Jumlah rumah tangga yang
Imendagatkan akses terhadap air Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan
Iminum melalui SPAM Bukan Umum dan Umum dan Umum dan Umum dan Umum dan
3 |Jaringan Perpipaan terhadap ° APBD Penataan Ruang ° APED Penataan Ruang o APBD Penataan Ruang ° APBD Penataan Ruang 0 APBD Penataan Ruang
Kuantitas (kebutuhan pokok dan PDAM dan PDAM dan PDAM dan PDAM dan PDAM
minimal 60 liter/orang/hari)
[Jumlah rumah tangga yang
mendapatkan akses terhadap air Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan
minum melalul SPAM Bulan Umum dan Umum dan Umum dan Umum dan Umum dan
4 |Jaringan Perpipaan terhadap 0 APBD o APBD o APBD 0 APBD o APBD
ean Ferm] 2 Penataan Ruang Penataan Ruang Penataan Ruang Penataan Ruang Penataan Ruang
Kualitas air (tidak keruh, tidak —— o POAM o -
lberwarna, tidak berasa, tidak
berbusa, tidak berbau)
Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan
Umum dan Umum dan Umum dan Umum dan
peayedionn Pelayantn Penataan Ruang Penataan Ruang Penataan Ruang Penataan Ruang
2 [peneciahan A Limbah Domestik 44.706 | 44.706 Rp6.051.801.600 | 0 APBD Rp17.746222.000 | 0 |APBD, DAK Dinas 44.806|  44.806 Rp900.000.000 | 0 | APBD Rp700.000.000| O | APBD Dinas Rp500.000.000 | 0 APBD dan Dinas
Pomes Perumahan Rakyat Perumahan Rakyat Perumahan Rakyat
dan Kawasan dan Kawasan an
Permukiman Permukiman Permukiman Permukiman
Sistem Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan
Domestik Setempat/SPALD-S Umum dan Umum dan Umum dan Umum dan
terhadap Knantitas akses Penataan Ruang Penataan Ruang Penataan Ruang Penataan Ruang Penataan Ruang
1 {engolaban sir limbah domestik 44706 | 44.706 0 APBD 4756|4756 o | apBD dan Dinas 44806  44.806| Rp900.000.000 | o | APBD dan Dinas. 44.85|  44.856| Rp700.000000 | O | APBD dan Dinas 4.906| 44906 o APBD dan Dinas
(minimal 1 akses pengolahan air Perumahan Rakyat Perumahan Rakyat Perumahan Rakyat Perumahan Rakyat
limbah domestik) dan Kawasan dan Kawasan dan Kawasan ‘dan Kawasan
Permukiman Permukiman Permukiman Permukiman
Sistem Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan
Domestik Setempat/SPALD-S Umum dan Umum dan Umum dan Umum dan
terhadap Kualitas pelayanan air Penataan Ruang Penataan Ruang Penataan Ruang Penataan Ruang
2 [limbah domestik (akses dasar bagi o APBD o | D dan Dinas o | amD ) APBD dan Dinas 44,006 44906 o APBD dan Dinas
Imasyarakat wilayah pedesaan Perumahan Rakyat Perumahan Rakyat| Perumahan Rakyat
dengan kepadatan penduduk <25 dan Kawasan dan Kawasan dan Kawasan
liiva / hektar) Permukiman Permukiman Permukiman
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik Setempat / SPALD-S Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan
terhadap Kualitas pelayanan air
limbah domestik (akses aman bagi Umum dan Umum dan Umum dan Umum dan
masyarakat sang hermultm di Penataan Ruang Penataan Ruang Penataan Ruang Penataan Ruang
3 [utavah penpemtangan SPALD-S 44706 | 44.706 0 APBD 4476|4756 o | apsD dan Dinas 44806 44806 o | aeD dan Dinas. 44856 44.856 o | amp dan Dinas 0 APBD dan Dinas
cemgen Evatil wilsoah: perdensan Perumahan Rakyat Perumahan Rakyat Perumahan Rakyat| Perumahan Rakyat
yang mermilks begadatan dan Kawasan dan Kawasan dan Kawasan dan Kawasan
rendota 225 o/ hektar dan Permukiman Permukiman Permukiman Permukiman
seluruh wilayah perkotaan)
istem Pengeloaan i Limah Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan
Domesik Terpusat SPALDT Umum dan Umum dan Umum dan Umum dan
terhadap Kuantitas akscs Penataan Ruang Penataan Ruang Penataan Ruang Penataan Ruang
4 Jahan air limbah domestik 0 APBD 0 APBD dan Dinas o APBD dan Dina: 0 APBD dan Dinas o APBD dan Dinas
rn?::n a1 sk pengslahan air Perumahan Rakyat Perumahan Rakyat| Perumahan Rakyat, Perumahan Rakyat
it domestt dan Kawasan dan Kawasan dan Kawasan dan Kawasan
Permukiman Permukiman Permukiman Permukiman
ls]‘;:;f:;;‘_zm Q;:AE;T" Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan
terhadap Kualitas pelayanan air Umom dan Umum dan Umom dan Umum dan
i domesi (aoce aman tegi Penataan Ruang. Penataan Ruang Penataan Ruang Penataan Ruang,
5 |masyaraat wilayah wdesaan 0 APBD o | apsp dan Dinas o | amD dan Dinas o | amp Dinas o APBD dan Dinas
e kepadatan pendodut 225 Perumahan Rakyat Perumahan Rakyat Perumahan Rakyat| Perumahan Rakyat
v hebtor dam acturus il dan Kawasan dan Kawasan dan Kawasan dan Kawasan
Permukiman Permukiman Permukiman Permukiman

perkotaan)
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Tabel 3.2.5 Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat di Kota Madiun Tahun 2023-2027

Indikator Kinerja /
No | Jenis Pelayanan
Dasar

Tahun
Dasar (N)

Pencapaian SPM (2023)

Penerima
Layanan

Mutu
Layanan

Realisasi

Anggaran

Inisiasi

Sumber

Pendanaan

Instansi Pelaksana

Pencapaian SPM (2024)

" Mutu
Realisasi Layanan

Realisasi.

Sumber

Pendanaan

Instansi Pelaksana

Pencapaian SPM (2025)

Mutu

Realisasi
Layanan

Realisasi

Inisiasi

Sumbe
Pendana:

:
an

Instansi Pelaksana

Pencapaian SPM (2026)

Mutu
Layanan

Inisiasi

Sumber
Pendanaan

Pencapaian SPM (2027)

Instansi Pelaksana
Realisasi.

Mutu

Layanan

Realisasi

Anggaran

Inisiasi

Sumber
Pendanaan

Instansi Pelaksana

1 2

6

7

1

13 14 15

|Pelayanan
[Ketentraman dan
[Ketertiban Umum

(TRANTIBUM)

[Standar sarana
Iprasarana Satpol PP
(umiah dan kualtas
lbarang dan jasa : a.
|gedung kantor, b.
lkendaraan operasional,
[c. perlengkapan
|operasional)

[Standar Operasional
Prosedur (SOP) Satpol
IPP (SOP penegakan
IPerda, Tibumtranms,
lpebksanaan
Ipenanganan unjuk resa
2 |dan kerusuhan massa,
Ipebksanaan pengawalan|
Ipejabat/orang-orang

|Standar peningkatan
[kapastas anggota
[Satpol PP dan anggota
IPerindungan
Imasyarakat (jumigh dan|
lkualtas personi/SDM)

|Standar peiyanan yang
lterkena dampak
|gangguan Trantbum
|akbat penegakan
Ihukum terhadap
Ipeianggaran Perda dan
IPerkada (peiayanan
lkerugen material dan
Ipelyanan pengobatan)

-

[Warga negara yang
Imemperokeh peiayanan
lkerugan materi
(kerusakan akiat
Ipenegakan pelnggaran
IPerda dan Perkada,
Irusak ringan, rusak.
|sedang, rusak berat)

IWarga negera yang
Imemperokeh peByanan
Ipengobatan
(ertobngan pertama
Iyang terkena cidera fisk
Iingan akbat penegaken
[Perda dan Perkada dan
|dtindakenjuti dengan
[membave ke rumah
Isakt/pusat kesehatan
Imasyarakat bia terkena
|cdera fsk sedang
\danfatau berat)

2022

Rp279.281.000

APBD

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

Rp126.681.000

APBD

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

APBD

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

Rpl50.500.000

APBD

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

APBD

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

Re2.100.000

APBD

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

R

APBD

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

19

21 22 23

Rp322.173200

APBD

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

Rp191.460.000

APBD

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

R

APBD

Satuan Polsi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

Rp128.750.000

APBD

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

R

APBD

Satuan Polsi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

Rpl.963.200

APBD

Satuan Polsi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

Re0

APBD

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

26

21

Rp352.000.000

o

APBD

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

Rp200.000.000

APBD

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebkaran

R0

APBD

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebkaran

Rp150.000.000

APBD

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

R

APBD

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebkaran

Re2.000.000

APBD

Satuan Polisi Pemong Praja
dan Pemadam Kebkaran

Ry

APBD

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

30

35 36 37

Rp352.000.000

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

Rp200.000.000

APBD

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebkaran

APBD

38

39

40

4

43

Rp352.000.000

APBD

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

Rp200.000.000

APBD

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebskaran

Rpl50.000.000

APBD

APBD

Satuan Polsi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

APBD

Rp150.000.000

APBD

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebkaran

Rp2.000.000

APBD

APBD

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pemong Praja
dan Pemadam Kebskaran

APBD

Rp2.000.000

APBD

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran
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APBD

Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran




o

Pelayanan Informasi
Rawan Bencana
(KEBENCANAAN)

Pemetaen teradp
lokas{ daereh raven
bencana meéi
penyusuan dokumen
Kajen Rsko Bencana
(tesedanya KRB dakm
bentuk dokumen yang
o)

Rp104.686.000

APBD

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

APBD

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Ientfiasidan
pemetaen teradp

9%9
IWerga negara i
| i

9%9

APBD

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

IMeblutan soselsas),
IKomunkas}, Infomasi
dan Edukasi(KIE) anen
bencana (tatap muka

P dudid

dareh ranen bencang,
ek meda sosel dan
|iehana mutineda)

-

90

R4 686000

APBD

Badan Penanggulangen
Bencana Daerah

Penyedaan dan
pemasangan ramhy

levakuasidan papan 2
Iformasipublk KIE per

s bencana

o

Pelayanan
Kesiapsiagaan

Terhadap Bencana
(KEBENCANAAN)

Sarana praserena
penanggungan
bencana (seperti: tendal

Komando, mobirescue, »
dapur umum, tenda
posko kesehtan,
santas, ... d)

APBD

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Ryd5.633.000

APBD

Badan Penanggulangan
Bencana Dagrah

APBD

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

Peniglatan kapastas
personiSumber Daya
Manusia (SDM)
(terethnya aperatur
Iyang menanganisub-
rusan bencana dan
[Warga Negara yang
berada dikavasin
ravan bencana)

%2

%2

Ry 633,000

APBD

Badan Penanggulangan
Bencana Dagrah
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Badan Penanggulangan

RBTSBO00 | 0| APBD | Deenh
Badan Penanggulangan

R0 0 APBD Bencana Daerah
Badan Penanggulangan

Red 0 AFBD Bencana Daerah
Badan Penanggulangan

RIOZGOW 10| D | e
Badan Penanggulangan

Red.5342.000 0 APED Bencana Daerah
Badan Penanggulangan

RUSIB00 | 0| ABD | e
Badan Penanggulangan

R0 0 4PBD Bencana Daerah
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Tabel 3.2.6 Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kota Madiun Tahun 2023-2027
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan
dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam
Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar
memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di
daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematik dan berjenjang mulai
dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana strategis Perangkat Daerah sampai ke
penjabaran operasionalnya RENJA PD dan RKA PD. Sistematik ini dimaksud
antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem
perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan
berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan
arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana
Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks
perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada
tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan
SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada
integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam
perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya
tahunan.

2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:

a) Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan
penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh
Pemerintah Daerah.

b) Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan,
khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi
pemenuhan kebutuhan dasar.

c) Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu
pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan

WajibPelayanan Dasar.
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d) Strategi, arah kebijakan dan progam pembangunan daerah, khususnya
dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah
kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan
dasar.

e) Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah,
khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan
yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

f) Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan
dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan
kebutuhan dasar.

Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:

a) Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan
penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat
Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

b) Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan
besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan
dasar.

c) Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk
memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja
tahunan.

d) Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan
program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan
yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

e) Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan
dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan
kebutuhan dasar.

Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat

Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:

a) Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan
capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.

b) Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan
dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam
pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

c) Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan

Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
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d) Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan
memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian
pemenuhan kebutuhan dasar.

e) Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan
dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber
pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan
dasar.

f) Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan
indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan
dasar.

Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah

dapat dilakukan pada saat perumusan:

a) Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya
optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

b) Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan
penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan
dasar.

c) Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan
dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber
pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan
dasar.

Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penggaggaran Daerah

Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk

sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan

(RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen

tersebut ke dalam RKA PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya
melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif
dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:

a) Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

b) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan
program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam

penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



-52 -

c) Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja
program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan

APBD.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



- 53 -

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

A. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis
Pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap
Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target
dan sasaran pemenuhan Layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka
perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang
akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk
mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu,
dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang
berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati.
Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan
pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan
baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada
jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan
tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program
apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan
evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian
proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila
ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga
kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan
menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Fokus pelaksanaan
pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM
adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk
memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan
diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan
telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan

terbuka.
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2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang
direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk
pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat
tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai
dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait
pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.

3. Penggunaan Sumber Daya, untuk memastikan apakah dalam
penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan
sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber
daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan
tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang
menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada
pemborosan atau penggunaan berlebihan.

4. Penyampaian Perkembangan Hasil, pemantuan dilakukan dengan
memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab
selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai
penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media
pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti
pada saat pelaksanaan pemantauan.

5. Pelaku Kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan
sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk
memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan
kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar
pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam
mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

1. Ketaatan/compliance, pemantauan menentukan apakah tindakan
administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan
prosedur yang telah ditetapkan.

2. Pemeriksaan/auditing, pemantauan menetapkan apakah sumber dan
layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai
mereka.

3. Laporan/accounting, pemantauan menghasilkan informasi yang
membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai

akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
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4. Penjelasan/explanation, pemantauan menghasilkan informasi yang
membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa
antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau
capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi
rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya.
Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai
sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek
hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu
telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan
Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kota
Madiun, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu
sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan
antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan
kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai,
maka dapat di crosscheck apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan
dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan,
anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan
tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil
Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi
kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

1. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan
antara lain:

a) Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun
tidak dalam pelaksanaan SPM?

b) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah
menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?

c) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan
kebijakan atau regulasi di atasnya?

d) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa
pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
1) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing

bidang SPM?
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2) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki,
apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak
jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?

3) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM
untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh
warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal
sesuai perundangan?

4) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan
apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan
dilibatkan?

2. Koordinasi. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara
lain:

a) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?

b) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan
dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan
perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam
menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor
koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama
yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?

c) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan
pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada,
apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

d) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat)
dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah
ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan
bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

e) Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga
nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah?
Apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan
koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan
itu dapat diatasi?

3. Manajemen Kerja. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen
kerja antara lain:

a) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk
menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa

masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
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Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim
penerapan,  proses pendataan, penghitungan  kebutuhan,
perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem
manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?

Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa
masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi
salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan

bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara

lain:

a)

b)

d)

g)

Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang
memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon
penerimanya?

Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola
pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? Apakah
ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun
anggaran?

Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang
secara pariabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap
layanannnya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan
anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap
bidang SPM? Perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi
anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam
melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika
dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target
pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang
dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan
mengapa?

Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh
Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM)
kepada warganya?

Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran
nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa
banyak warga yang terlayani?

Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah,
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berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan
oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan

kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan

tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi Pencapaian Indikator SPM

Jenis Mutu
Indikator Persentase
No Pelayanan Layanan Satuan | Target Realisasi ) Permasalahan
SPM Capaian
Dasar Dasar
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat
dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat
menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam
merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang
tidak terpisahkan,sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap.
Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian
tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta
memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi
ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan
sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya
semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan
semakin membaik. Namun demikian, stakeholder terkait yang paling
merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses
pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu

dilibatkan.
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B. PELAPORAN PELAKSANAAN RENAKSI PENERAPAN SPM

Sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2023

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa gubernur,

bupati/wali kota menyampaikan laporan penerapan SPM melalui aplikasi

pada laman https://spm.bangda.kemendagri.go.id setiap triwulan.

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM

dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian

Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan

yang dihadapi dalam usaha pemenuhan SPM.

1.

Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks

Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

a)

b)

c)

Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target
pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan;
dan

SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan.

Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap

Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
Bagaimana SPM diposisikan?

Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran
SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan
dapat menjawab permasalahan utama SPM?

Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan
pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan
dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target output pada
tiap kegiatan pemenuhan SPM?

Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub
kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada
tiap bidang SPM?

Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam

melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM

dengan menganalisis terfokus terhadap:

a)

b)

c)

Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?

Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan
penerapan SPM?

Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil

untuk mengatasi permasalahan tersebut?
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Capaian Penerapan SPM pada tiap bidang urusan wajib pelayanan
dasar pada SPM di lingkungan Pemerintah Kota Madiun secara mayoritas
sudah baik. Akan tetapi masih ada beberapa indikator yang belum maksimal
pencapaiannya. Oleh karena itu dengan disusunnya Rencana aksi
penerapan SPM dapat menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM,
yang memuat program, kegiatan dan subkegiatan, penerima dan mutu
layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen
pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

Sehingga kedepannya diharapkan semua indikator dapat tercapai dan

seluruh masyarakat dapat menerima pelayanan minimal dasar tanpa

kecuali.

B. SARAN
Guna mencapai penerapan SPM yang maksimal, disarankan sebagai

berikut:

1. Perlu penegasan terkait tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah
pengampu SPM sehingga setiap indikator pelayanan minimal jelas siapa
yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan pelayanan dasarnya.

2. Melaksanakan pemutakhiran data secara berkala sesuai dengan tahapan
penerapan SPM.

3. Menambah fasilitas yang diperlukan untuk pemenuhan pelayanan dasar,
terutama fasilitas yang ramah bagi para penyandang disabilitas.

4. Perlu penguatan bagi Tim Penerapan SPM Kota Madiun berkaitan dengan
nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana
peraturan yang berlaku.

5. Segera mengoordinasikan rencana aksi daerah guna pemenuhan SPM
dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar
dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.

6. Menggiatkan komunikasi dan koordinasi antara pengampu SPM di Kota
Madiun dengan Sekretariat Pusat di Direktorat Jenderal Bina
Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri guna mendiskusikan

masalah dan mencari solusi terbaik penanganannya.
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Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, dengan harapan
dapat bermanfaat untuk proses percepatan penerapan SPM dan pemenuhan

pelayanan minimal dasar bagi masnyarakt di wilayah Pemerintah Kota Madiun.

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009
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